Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

bahwa dalam rangka peningkatan efigsiensi dan
efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
serta  peningkatan  pelayanan  publik, perlu
penveragaman tata naskah dinas di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara;

bahwa Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 76
Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi,
peraturan perundang-undagan, dan perkembangan
tekologi komunikasi dan informasi sehingga perlu
diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Pasal 18 avat [6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

tentang Pembentukan Daerah dan Undang- Undang
tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4689];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



Menctapkan :

dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penectapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tehun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS.

BARE |
KETENTUAN UMUM

Paszal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalahl Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daereh yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten.

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretards Daerah
Kabupaten Konawe Utara

5.  Asgisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah,

7. Tata naskah dinas adalah pengaturan tentang
jenis, susunan dan bentuk, pembuatan,
pengamanan, pejabat penandatanganan, dan
pengendalian yang  digunakan dalam
komunikasi kedinasan.

8 Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau
dikelnarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Konawe
Utara.

9, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elcktronik

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentivikasi.
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BABII
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umuim
Pagal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a. Naskah Dinas arahan;

b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Maskah Dinas khusus.

Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan

Paszal 3

Naskah Dinas arahan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. Naskah Dinas pengaturan;

b. Naskah Dinas penetapan; dan

c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a terdini atas:;

a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan Bupati; dan

¢. Peraturan DPRD.

Pazal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. Keputusan Bupati;

b. Keputusan DPFRD;

¢. Keputusan Pimpinan DPRIY;, dan

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal &

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 4 dan Naskah Dinas
penctapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatr
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal ¥

(1) Naskah Dinas penugasan scbagaimana dimalks
dalam Pasal 3 huruf ¢ rerdiri atas;

ud
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a. surat perintah;
b. surat tugas; dan
c. surat perjalanan dinas.

(2) Surat perintah sebagmmana dimaksud pada avat (1)
huraf a berisi perintah darl atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas

dan fungsi.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan perintah pekerjaan  sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Burat perjalanan dinas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan dokumen yang diterbitkan
oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negars, pegawsai
negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1] tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Maskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebapgaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. korespondensi internal; dan

b, korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal @ huraf a, terdin alas:

i nota dinas;

b, memo; dan

t, disposisi,

Pasal 11
(1] Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf a merupakan sarane komunikasi kedinasan
antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau
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dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal
Perangkal Daerah.

(2) Memo sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingathan
suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan,
gtau pendapat wang dibuat oleh atasan kepada
bawahannya.

(3) Disposisi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf ¢ merupakan petunjuk tertulis singkat dan
atasan kepada bawahan mengenai tindak
lanjut /tanggapan terhadap Maskah Dinas masuk,

Pasal 12

Susunan dan beniuk Maskah Dinas korespondensi intermal
schagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana
dimalesind dalam Pazal 9 huraf b disusun dalam
bentuk surat dinas.

(2} Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi
eksternal tercantum dalam Lampiran yang memipakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Maszskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢, terdiri atas:

instruksi;

surat edaran;

gurat kuaga;

. berita acara;

surat keterangan;

surat pcngantar;

. laporan;

telaahan staf;

notula;

k. surat undangan;

surat permyataan melaksanakan tugas;

e ms pp TR
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m. surat panggilan;

surat ixin;

lembaran daerah;

berita daerah;

rekomendasi;

radiograrm;

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
sertifiloat:

piagam; dan

surat perjanjian.

SsEPFREITLTBOR

Pasal 15

(1) Instruksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
buraf a berisi perintah/arahan Kepala Daerah sesual
dengen ketentuan peraturan perundang-undangan,

{2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang
dianggap penting dan mendesak.

(3] Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf ¢ berisi pemberian kuasa kepada pihak lain
dengan atas namanva untuk melakukan suatu
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai
peraturan perundang- undangan.

{4 Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada
waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh
para pihak.

{5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk
kepentingan kedinasan (tertentu.

(6] Surat pengantar scbagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf { berisi informasi yang digunakan untuk
menyampaikan barang atau naskah.

{7) Pengumuman scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari
pejabat vang berwenang.

(8] Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huraf
h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan
atau kejadian tertentu.

{9 Telaahan staf sebagaimans dimaksud dalam Pasal 14
husraf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan
saran secara  sistematis terhadap sesuatu
permasalashan yang perlu penjelasan dari bawahan
kepada atasan.

(10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruaf j
merupakan catatan yang berisi proscs sidang atau
rapat.

(11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai
baik dilingkup internal Pemerintah Daerah, maupun
pihak eksternal vang tertera pada alamat tujuan
untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
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(12) Surat permyataan melaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 hurafl | berisi pernyataan
dari pejabal yang berwenang bahwa seorang pegawai
telah melaksanakan rugas.

[13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 hurif m berisi pemangg;ilan dari pejabat yang
h::rww:na.ng kepada pegawai untuk menghadap.

{14)] Surat izin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf n berizsi persetujuan terhadap suatu
permohonan yang dikeluarkan olch pejabat berwenang
sesuai  demgan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

(15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah
untu mengundangkan Peraturan Daerah.,

(16| Berita dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
buruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah
untuk mengundangkan Peraturan Bupati dan
Peraturan DFRD.

(17} Eekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
hurmf q merupakan naskah dinas berisi keterangan
atau catatan dari pejabat vang berwenang tentang
sesuatu hal wyang untuk dapat dijadiken hahan
pertimbangan kedinasan.

(18] Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huraf r merapakan pesan tertulisa reami yang dikirim
melalui radin nasksh dinas dar  pejabat yvang
berwenang berisi informasi hal tertentu yvang dikirim
melalul telekomunikas: elektronilk.

(19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huraf s
merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi
keterangan SESEOTang telah Iulus fmengikuti
pendidiltan dan pelatihan tertentu.

(20] Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf t merupakan naskah dinas sebagal berisi
keterangan tanda bukti seseorang telah mengiloati
program /kegiatan terientu, antara lain: penataran,
kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop,
seminar, dan yang sejenis.

(21) Piagam schagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
u merupakan naskah dinas berisi  keterangan
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atan
keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan
atau instansi/lembaga dari pcjabat berwenang,

Pasal 16

(1) Surat perjanjlan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 buraf v berisi kesepakatan bersama tentang objek
yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih
untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum
yang disepakati bersama.
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(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1M
PEMBUATAN NASEAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapa: menggunakan:
a. media relkam kertas; atau
b. media rekam elektronik.

Pagal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak
menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
menggunakan:

a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau

b. aplikasi pengolah keata atau data.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasgal 18 berisi unsur:
a. kop;

b. penomoran;
c. penggunaan kertas;
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d. penggunaan tinta;

e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, seria kata
penyambung;

f. penentuan batas atau ruang Lepi,

£ nomor halaman;

h. tembusan;

i, lampiran;

j. paraf, tanda tangan, dan stempel;

k. amplop dan map; dan

. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua
Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri
atag:

a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. kop Naskah Dinas Peranglkat Daerah.

Pasal 23

(1} Kop Naskah Dinas jabatan Bupati scbagaiman
dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati.

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan aleh
penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan
pelaksana harian Bupati.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
selain Bupati.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop MNaskah Dinas sebagaimanam
dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
Bagian Ketiga

Penomoran
Pasal 26
Penomoran sebagzimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b

diatur sesuai dengan letentuan peraturan perundang-
undangan,



Bagian Keempat
Pengprinaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf e yang dipunalkan dalam penyusunan Nazkah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas vang digunakan dalam penyusunan Nasksh Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah
Dinas khusus merupakan kertas jenis Houtorj Schriffpapier
(HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 [tujuh
puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita
daerah.

Pasal 29

Jenis, ulturan, dan gramatur kertas vang digunakan dalam
pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan
dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima
Pengeunaan Tinta

Pasal 30

(1) Wama tinta wang dipunakan dalam penyusunan
Nasksh Dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf d sebagai berikut:

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna
hitam;

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan
paraf berwarna biru tua;

c. tinta atempel yang digunakan untuk Naskah Dinas,
berwarna ungu; dan

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas
bersifat rahasia, berwarma merah.

(1) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas

merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur
ataun pigment durabrite.
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Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31

(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan
Maskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dan huraf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan aspek kescrasian dan estetika.

Pasal 32

(1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan
Nagkah Dinas penetapan yaitu bookman old style
dengan ukuran 12 {dua belas).

(2) Jenis huruf dan wukuran pada Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial
dengan ukuran 12 [dua belas).

Pasal 33

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan
sebagai tanda bahwa teks maaih berlanjut pada
halaman berikutnya.

(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} ditulis pada:

a. akhir setiap halaman;

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;
dan

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.

(3) Dalam pembuatan Nazkah Dinas dengan media rekam
elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf | pada kertas
bertujuan untuk keserasian dan Kerapian dalam
penyusunan Naskah Dinas.

(2) Penentuan batas atau roang tepi  sebagaimana
dimeksud pada ayat [1) untuk Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
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&, mang tepi atas:
1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua)
spasi dibawah kop; dan
2] apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2
[dua)] cm dari tepi atas kertas.
b. muang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima)
cm dari tepi bawah kertas;
€. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri
kertas; dan
d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dar tepi
kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Momor Halaman

Pasal 35

(1) HNamor halaman sebagaimans dimaksud dalam Paszal
21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka
arab/biasa.

(2) MNomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat {1)
dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas
khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara

Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 36

(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf h disampaikan kepada pihak yang bersanghutan
dan pihak yvang dianggap perlu mengetahul isi surat
tersebut.

(2) Tembusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) vang
naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat vang
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang
distasnamakan.

(3) Tembusan sebagaimana dimalksud pada avat (1) vang
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah,
disampailkan kepada Kepala Daerah dan Seloetans
Daerah.

(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] yang
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah berupa
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, seitifikat,
dan piagam tidak memerlukan tembusan,

(5] Tembusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada pada posisi bagian kil bawah pada Naskah
Dinas dan diikuti tanda baca titik dua [:), tidak diberi
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garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata
scbagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuhih
Lampirar

Pasal 37

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huaruf 1 ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan
vang menandatangani Naskah Dinas.

(2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu
halaman, halaman  berikutnya diberi nomor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas
Paraf, Tanda Tangan dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksuad
dalam Pasal 21 huraf j merupakan bentuk pengabsahan
Naskah Dinas.

Pasal 39

(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,
redaksi, dan pengetikan.

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:
a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

(3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat
dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahalu
diparaf sebelum ditandatangani.

(4) MNaskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat
yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut
tidak memerlukan paraf.

(5) Fitar paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk
catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data
sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat
vang berwenang.

(6) Pembubuhan paral pada Naskah Dinas penugasan
berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada
lembar pertama.

Fazal 40

(1} Parafl hierarki sebagaimana dimaksad dalam Pasal 39
avat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai
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jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk
matriks,

{2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yvang
ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah, Sekretaris Dacrah, asisten, sekretaris DPRD,
kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur
rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh
maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus
ditempatkan pada lembar terakhir.

Pazal 41

(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabal sesuai
substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat
pada masing-masing unit kerja yang berbentuk
matriks.

(2) MNaskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar
unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain
yang terkait scbelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang pada lembar terakhir.

Pazal 42

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi
sebagai alat autentiknsi dan verifikasi atas identitas
penandatangan serta kesutentlan, keterpercayaan,
dan keutuhan informasi.

(2) Tenda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Tanda tangan basah; atau
b. Tanda Tangan Elektronik,

{3) Pemberian tanda tangan scbagaimana dimalsud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang
berwenang.

Pasal 43

(1) Tanda tangan basah dipunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam kertas.

{2) Tanda tangan elekironik digunakan pada Naskah
Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 44

(1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak
menggunakian gelar.

(2) FPenulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan
Naskah Dinas khusus mengpunakan pelar, kecuall

9 f



piagam, scrtifikat, dan surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan,

(3) Penulisan nama penanda tangan untuk pcjabal selain
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris
Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan
pangkat/golongan.

(4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat,
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana
harian Kepala Daerah tidak menggunakan pgelar,
nomor induk pegawai, dan pangkat fgolongan.

{5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan
pelaksana harian Sekretaris Daerah tidal
menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan
panghkat [ golongan.

Pasal 43

Pemberian Tanda Tangan Elekironik pada Naskah Dinas

berlaku ketentuan sebagai beribut:

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam
susunan dan bentuk kode gquick response yang disertai
nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik
didistribusikan kepada pihak vang berhak tanpa harus
dicetals;

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan
dinamis, media daring atau media haring; dan

d. menggunakan scrtifikat clektronik yang dibuat olch
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media
rekam kertas.

{2) Stempel sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tidek
dipunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
elektranik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas;

a. stempel jabatan Kepala Daerah;

b. stempel Perangkat Daerah;

c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan
layanan umum daerah; dan

d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

ol



Pasal 458

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bagian Keduabelas
Amplop dan Map

Pasal 49

(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:

a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah; dan
b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

{2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam
kertas berbentul persegi panjang.

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk
pendistribugian Naskah Dinas dengan media rekam
kertas dapat disesuaikan dengan kebutuban sesuai
dengan kepentingan Pemcrintah Daerah,

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna
putih.

(5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas
warna coklat.

Pasal 50

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan
alamat pengirim dan alamat tujuan.

(2} Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
memuat:

a, lambang negara berwarna kuning emas dan nama
jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomar telepon,
fakesimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian
tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan
Kepala Daerah.

b.logo daerah berwarna dan nama Pemerintah
Daerah, nama Peranghkat Daersh vang
bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten/kota dan nama provingi, nomor telepon,
faksimile, pos-el, laman, dan kode pes di bagian
tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat
Daerah.

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas
Perangkat Daerah antara malisan nama Pemerintah
Daerah dan tulisan nama Perangkatl Daerah adalah 3 :
4 dengan menggunakan huruf Arial

A



Pasal 51

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k
terdiri atas:
a. map Naskah Dinas jabatan; dan
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan
kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 52

(1) Map MNaskah Dinas jabatan scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan
b, map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.

{2y Map Naskah Dinas HKepala Daecrah secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang
negara berwama kuning emas dan tulisan Kepala
Daecrah menggunakan huruf Arial dengan ukuran
disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas
secara simetris,

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala
Daerah schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah
sebaganimana dimakeud pada ayat (1) buraf b
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53
(1) MNaskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing
dengan mengacu pada format Naskah Dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

() Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke
dalam bahasa asing

BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:
a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses

A4}



b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan
klagifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan
akses; dan
2. pemberian nomor serl pengaman atau  securily

printing.
Pasal 55

Dalam rangks pengamanan Naskah Dinas pada media
rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis
memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdir
atas:

a. sangat rahasia;

b. rahasia;

c. terbatas; dan

d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat kasifikasi keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan
dan substansi Naskah Dinas

Pasal 58

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yvang berklasifikasi
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan
kepada pihak yang berwenang.

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
biasa fterbuka diberikzan kepada pihak terkair

Pazal 59

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan
kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi
pada scbelah kirl atas Naskah Dinas,

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi
keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan
amplop rangkap dua.

Pasal 60
Naskah Dinas dengan media rckam clehkironik  yvang
memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan

terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan
perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:



#. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah;

b. Naskah Dinas mahasia diberikan kode ‘R’ dengan
menggunakan tinta warna merah;

¢. Nagkah Dinas penting diberikan kode T’ dengan
menggunakan tinta hitam; dan

d. Nasktah Dinas biasa diberikan kode B’ dengan
menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b anghka 2
memiliki tujuan untuk menjamin  keautentikan dan

keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor ser pengaman atan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal A4

(1) Kewenangan  penandatanganan Naskah  Dinas
merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang
ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan
pada jabatannya.

(2} Kewenangan penandatanganan Naskah [Dinas oleh
Kepala Dacrah berlaku mutatis mutandis bagi
penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan
pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan
Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Bupati ini.

Pasal 65

(1) Pejabat Pemerintah Dacrah dapat melimpahkan
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada
pejabat di bawahnya.

{2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yvang merpakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

al;



BAB V1
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesam

Umum
Pasal 66
Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

a. pengendalian Naskah Dinas masulk; dan
b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas masuk
Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan

sebagai berikut:
a. unit penerima menindakianjuti Naskah Dinas wvang
diterima dengan cara mengagendakan,

mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan
mendistribusikan ke unit pengelola.

b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi
Nazglmh hnas dan arahan pimpinan; dan

. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masulk.

Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas masuk

Pasal 68

(1) Pengendalian MNaskah Dinas kecluar scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan
melalui tahapan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh
pejabat vang berwenang diberi nomor, tanggal, dan
gtempel oleh unit tata usaha pada maszing-maszing
unit kerja; dan

b. Naskah Dinasz keluar vang telah selesai diproses
diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelala.

{2) Pengendalian Naskah Dinas lkeluar lintas instans:
pemerintah atau pihak |luar dilakukan satu pintu
melalui Sekretariat Dacrah.

(3) Untuk mempercepal penyampaian fujuan surat, dapat
menambahkan tanda untuk perhatian vang disingkat
u.p. diiluti nama jabatan wyang menindaklanjuti
dibawah nama jabatan vang dituju.

ol



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan
Bupati tentang Peraturan Bupati Konawe Utars Nomor 76
Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Linglungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4935) dicabut dan
dinyatakan tidak berlalaa.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati irui dengan
penempatannya dalam Berita Daersh Kabupaten Konawe
Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 4 VAFET 2024

ﬂﬂ{ BUFATI KONAWE UTARA GT

J,.ll"
? RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 4 WARET 2024

J{ Pj. SEKRETARIS DAERAH, 4}

RN

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUNZMNOMOR 5%}

49
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LAMPIRAN : BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KONAWE UTARA

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL,
AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGAN
DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

Susunan dan Bentulk Naskah Dinas
l. Naskah Dinas Penugasan
1. Surat Perintah

BUPATI KONAWE UTARA

SURAT PERINTAH
NOMOR ............. RN e AR T
Menimbang :a. DahWE... . ........coccvimimremmeiinrr s nanes e ¥
R o D e 2
Dasar .
R s s o o
fMemben Perntah
Kepada

Urituk . T
3. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4 dan selerusnya,

Mama Tempat Tanggal
Bupati Konawe Lmira

Nama

ok



2. Surat Tugas

ol e

BUPATI KONAWE UTARA

SURAT TUGAS

Dasar AR g = L s b e S e L S

MEMERINTAHKAMN:

Untuk p i i s ren AN T S b e R T

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Konawe Utara,

Mama ‘

.k
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<. Burat Perjalanan Dinas

KOP MASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
=
Lembar ke
Hode Ma.
MBMGE = fhicciisanassses
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
1 | Pejabat Pambuat Kamitmen
2 | Nama/NIP Pegawai yang
melaksanakan paerjalanan dinas
3 | a. Pangkal dan Godongan A,
b. Jabataninstans b,
¢. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas i
Maksud Panalanan Dinas
Alat anghut yvang dipergunakean
a. Tempat berangkat A,
b, Tempat Tujuan b.
¥ | a. Lamanys Perjalanan Dinas o,
b. Tanggal berangskal b.
. Tanggal harus kembalftiba di ey
ternpat bar )
£ | Penglkut :  Mama Tanggal Lahir Katerangan
1.
2.
3.
4,
5.
8 | Pembebanan Anggaran
a, Instansi :'
bh. Akun :
10| Kelerangan |ain — lain
*coret yang tidak peru Dikaluarkan di -...........
Tanggal e

Fojabal Pembuat Komitman



i. Berangkad darl
(Tempat Hedudukan)
Ke e
Pada Tanggal
Kapala
P ——— b
MNIP
il Tiba dl T Berangkal dari
Pada Tanggal b Ka : s
Kepala Pada Tanggal .
Hepala LR e e
.......................... e e
::".IIP ) NIF
. Tiba di . nnm R Erﬂﬂukﬂl diari
Fada Tan b PR
Hepala o Fada Tanggal . ...
Kepala
NIP NIP
V.  Tiba di TR Eﬂﬂnhﬂ elari
Pada Ta e L O Y e - - e
ala moaw Pada Tanggal
Kepala
t |||||||||||||||||||||||||| } ‘llllllllllll.lllulll||ll-llll:
MNIP MNIP
W Tiba di T Barangkat dari
Pada Tamggal B e G e ;ﬂda_r |
ala a angga
H'Eﬁ Kepala
.......................... ) S TN e L el
MNIP NP
Vi, Tika dl T . Telah diperksa, dengan katerangan
Pada Tanggal L A bahwa peralanan lersebut diatas benar
Kepala L dilakukan atas perintahnya dan semata-
mala unluk kepentingan jabatan dalam
PRI . ) wakiu yang sesingkal-singkatnya.
MiP
Wil | Catatan Lain-Lain
Will. | PERHATIAM:

PAKPAIPPHK yang menarbltkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yvang mengesabkan tanggal berangkeiftiba, seria bendahsara pengeluaran
bertanggung jawab berdasarkan peraluran- peraturan Keuangan Megara apshila
negara menderita rugl akibatkesalahan,

kelatadan, dan kealpaannya,

A¥




B. Naskah Dinas Korespondensi Internal
1. Nota Dinas

KOP NASKAH DINAS
E PERANGKAT DAERAH

Dan RS s e e et T 2 o R e DS Ll f i

:
I :
o 11e T TR, P P S U ——
;

Lampiran ................................................................................

MNama Jahatan,

Pangkat/Golongan
HIF

1 F



2. Memao
BUPATI KONAWE UTARA
MEMO
s T - S .. R
a1+ | . e L R R L RN e Lt g Lo vy
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupat Konawe LUtara,

Mama

ol



3. Disposisi
KOP HASKAH DIMNAS
PERANGHAT DAERAH
LEMBAR DISPDSIEI

Surat dari : Diterima Tgl !

No.Agenda.
Mo, SGurat :Tgl Sifat . :
Surat | [] Sangatsagera 1 Segera|[] Rahasia
Hal
Diteruskan kepada Sdr.; Dengan hormal Rarasp;
P vt vsnema s ] Tanggapan dan Saran
o ZRO—— T [ Proses lehih lanjut
= = ath S
Dan seterusnya .......... B
Catatan :

Mama Jabalan,
{Paral dan tanggal)

MNama




C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Surat Dinas

Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala

Daerah
BUPATI KONAWE UTARA
Termnpat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Momor
Sifat
Lampiran
Hal
G | P
R e
Bupati Konawe tara
Mama
Jalan. ........Nomor. ........... Provinsi, .......... Eode Pas. ........
Telepon (0....)............. Faksmile. ........... ,Pos-al, ... E: i
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Contoh Format Surat Dinas Perangkat Dacrah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

...................................

Mama Jabatan,

MNama
Pangkatigalongan
NIP




I». Maskah Dinas Khusus

1. Instruksi
BUPATI KONAWE UTARA
INSTRUKSI BUPATI KOMAWE UTARA
T o S
TENTANG
BUPATI KONAWE UTARA
I A e A e

o B Rl R P e e S e b

dengan inl mengintruksikan

Kepada R R S o L ey P O A Tl
-4
3. ...........................................................................
‘I. ...............................................................................
Untuk
L e b B b e op o e et
KEDUA B oy s i b b s L s
KETIGA . dan seterusnya,




2. Surat Edaran

¥

BUPATI KONAWE UTARA

SURAT EDARAN
NOMOR ..... TAHUN ...

.................................................................................................

e e e S 54 i 8 0 S L LY EEREY 078 FEE=R 1 [ ] o B -y i 0 e - g s i § 6 0 F B B R AR ] B e A A R

T N e 8 o D T o T % B E ot 8 F et 8 Bt B b e R R 6

e LT L LT T T T TR T T T T R T T LTy T L PO T P —.

mmn e s B 0 L DR R A 68 8 e 8 ot & e S i 8 B R B N I R ey g 2 b s et mn e A R b

B 628 508 58 08 R R I SR 8 s e e 8 s e e i 8 o e e 8 8 L L R DR g ey




4, Surat kuasa

BUPATI KONAWE UTARA

SURAT KUASA
PREITIAE, i bbb aap g e

Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama :

MAMma
jabatan
| alamat
ETRE S e —

.........................................................................................................

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Penenma Kuasa, Pemberi Kuasa,
Mama Jabatan, Bupati Konawe Utara
Matarai
Nama Nama _
“Pangkat :
NIP



4. Berita Acara

BUPATI KONAWE UTARA

Fada har inl .._.....tanggal ...... bulen ......tahun ...... » kami masing-
masing :
; RN yang salanjutrya disebut Pihak Pertarma (memuat nama |

HIP, Pangkat/golongan, jabatan dan alamat).
B ke R IR S o o B i s St , Selanjuinya disebut Pinak Haﬁua,

telah melaksanakan

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ... bk
dipsrgunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua Pihak Pertama
Bupati Konawe Utars,

Marma Mama
Pangkat/Golongan
MiF

MengetanuiMengesahkan
Nama Jabatan,

Mama
Pangkat/Golongan
NIP




5, Surat Keterangan

BUPATI KONAWE UTARA
SURAT KETERANGAN
O -
‘fang berianda tangan dibawah ini -
Marma :
Jabatan . Bupati Konawe Uara
Dengan ini menerangkan
Nama NIP
Fangkat golongan
Jabatan
Dan seterusnya
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Konawe Ltara,

Mama




6. Burat Pengantar

¥ KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
WA s
e
SURAT PENGANTAR
NOMOR - ..o
Naskah Dinas/ Barang
Mo Sikirimi Banyaknya Ketlerangan

DIENME 1EaNGGEL....ccs cvvveroo

Peneima
Mama Jabatan,

Mama
Pangkat'Golongan
MNP

Pengirim
Mama Jabatan,

Pangkat/Golongan
NIP

ok
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7. Pengumuman

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rl E R s A AR AFT R Fd A P hhd rA AR Emas
-------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................................................................

= A E e R E SRR e R R E R R N RE Rk S SRS S SR R p e
---------------------------------------------------------------------------------------------------
B B R R R R P A R R B LSS AR RS a e A E L A ey A TR

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

..............................................................

Dikeluarkan di.................
Pada Tanggal........cccermmnas

Bupati Konawe Utara,

MNama




8. Laporan
KOP NASKAH DINAS
PERAMGKAT DAERAH
LAPORAN
TENTANG
A, Pandahuluan
1. Umumdatar belakang
2. Landasan Hukurm
3. Maksud dan Tujuan
B. Kegiatan yang dilaksanakan
C. Hasil yang dicapai
D. Kesimpulan dan Saran
E. Penutup
ERaEt Al e i
Pada tanggal...........cccuvus
Mama Jabatan,
Mama
Pangkat/golongan
MIP




9, Telaahan Staf

- i

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

....................................................................................

Ill. Fakta-fakta yang mempengaruhi
IV. Analisis

V. Kesimpulan

V. Saran

MNama Jabatan,

FPangkat/golongan
MNIF

A




10. Notula
s, KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
NOTULA
|5‘Il:lar|-g.lﬂapat Bk s i R T A e L L i
HariTanggal i M T R Y ok A B b A 8 A G
Wakiu Sidang/Rapat e o o s O L
Acara B o A A A o B A R A A b A A SR
2. dan seterusnya
| Pimpinan Sidang/Rapat
FROR: R i ey s e e R S A PSR S  SR
Saltmbaly: R S e e e
PGS It T R R SRR

T -

Pimpinan Sidang/Rapat
Mama Jabatan,

Marma

Pangkst/galongan
NIP




KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

.......................................

....................................................................................

......................................................................................................

Nama Jabatan,

Pangkat/golongan
NIP

&




12. Surat Pernyataan Melaksanalkan Tugas

I

—

» KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOBMDIR s i s

Yang beranda tmgnn dibawah in;
Fangk:ﬂ'&dmmn ......................................................................

Dengan ini rrnnyutnkan :Iangan mu-rgguhng.ra bahwa:
nghnu'ﬂdmmm R U A S——

‘fang diangkat berdasarkan Paraturan .. e s ... Nomor
ERRIRIEY | R Tamang.. tﬂﬂn’tung
tahh m,reﬂz maruaianlr.an tugas
Demikian surat pamystaan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/ pegawai neger sipil
dan apabila dikemudian har is! surat parnyataan ini temyata tidak benar
yang berakibat kerugian bagi negara, maka says bersedia menanggung
kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Mama Jabatan,

Pangkat/Golongan
NIF
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13. Surat Panggilan

har

tanggal
pukul
tampat
menghadap
kepada
alamat
untuk

sapenuhnya.

Dengan ini diminta kedatangan SaudaradiKantor..........................

BUPATI KONAWE UTARA

Tempal, Tanggal, Bulan dan Tahun

e e s by RO B4

-------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Demikian untuk dilsksanakan dan menjadi perhatian

Bupati Konawe | ara,




14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala
Daerah

BUPATI KONAWE UTARA
SURATIZIN
NEIRENR - R
TENTANG
Dasar i 1 b o
B vt s s i i A B R
MEMBERI 1ZIN ;
Kepada
Mama _FPSNPLETg i L e te Sy T R LA R T G e L
Jabatan e AT o - S B B e B G B
"H-“Ht B s T I e T S R T e e S SRR
[k e e M o R A e P £ L A S S
Datetapkandi....o.ocvoeeeeiees
Pada tanggal...................

Bupall Konawe Utara,

Mama




Contoh Format Surat Izin Perangkat Daerah

HOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
SURAT 21N
HOREENR i snieires oavnat s smiss
TENTANG
Dasar B R A B S R ey B B S
i S <. T8 Sl S
c. dan seterusnya
MEMBERI IZIN :
Kepada
MNama
Jabatan W e L S R S L
Alamat B e e e e
Lintuk 1. L ———. . S — B S — - -] 1

Mama Jabatan,

Mama
NIP

A ¥



15. Lembaran Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LEMBARAN DAERAH

MNOMOE: ..overrinn

.............................................................................................

Diundangkan dalam lembaran daerah

Nomor .... TERUM . ..oceonin.
T R
Tanggal co......civviivaries

Sekretaris Daerah ........c... ;

Mama

A



a1

1 6. Berita Dasrah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA DAERAH ...................

Momor ...... Tahun ........ Ser .... Nomor ...........

PERATURAN BUPATI ..../KEPUTUSAN BUPATI ......

[ =15 1 7= '

TENTANG
Diundangkan dalam lembaran daerah ......................0o.00

Momor ....... Tahun .........

Seri - AR a < as e 4 e
TGO s it vaas s igams

Sekretans Daerah ......... ,

Mama




17. Rekomendasi

4

BUPATI KONAWE UTARA

a. Dasar B R ST mema e e e e E e S ST

Bupati Konawe Utara, memberikan rekomendasi kepada :

C L e S T CRL s R ST
b. Jahatanrrenwmdumtas ..... s L R G i

Unituk :

.................................................................................................

..............................................................................................

Cemikian rekomendasi ini dibuat uniuk dipergunakan seperunys

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupall Konawe Utara,

¥



18. Radiogram

BUPATI KONAWE UTARA
FORMULIR BERITA

Registrasi Nomar : .........

FPANGGILAN

-----------------------

JENIS NOMOR DERAJAT

BB TTK

CC TIK

R R R R

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

............

.....................

e e R Ty L L L I P I TI T ETATINT D)

DUM TTK HBS
Tanggal waktu pembuatan ......

Pengirim
MNarma

Tanda Tangan

W Lalu Paraf
Terima | Kifm | Lintas | Operator

No. Kode
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20 Sertifikat

Diberian Kepada

Nama
NIP

Instansi :

Sebagai/Atas  pertisipasinya dalam  ........... Yyang
diselenggarakan., .....oleh.... dari.......tanggal......s5.d.... bertempat  di

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupatl Konawe Uiara,

Marma



21.

Piagam

BUPATI KONAWE UTARA
PIAGAM PENGHARGAAN

MNormor

BUPATI KONAWE UTARA Dengan ini memberikan penghargaan kepada :
Nama

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun,
Bupatl Konawe Utara,

Mama

4 ¥



II. Kop

A. Kop Naskah Dinas Jabatan
Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

a. lambang negara berwamna kuning emas ukuran 2.5 om

simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan
huraf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk
MNaskah Dinas Pengaturan dan Penetapan,

lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm
simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau
Walkil Kepala Daerah, dengan huraf 12, dan ditempatkan
dibagian tengah atas, serta alamat vang dilengkapi dengan
nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomaor telepon,
nomor faksimile. laman, pos-el. dan kode pos dengan
menggunakan huraf arial berukuran 10 ditempatkan di
bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah
Dinas Pengaturan dan Penetapan.

dalam hal naskeah dinas yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah atas namea Kepala Daerah,
menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang
Negara berwarna kuning ecmas dan tulisan Nama
Pemerintah Daerah vang ditempatkan pada bagian tengah
atas secara simetris.

BUPATI KOMAWE UTARA

Jalan Kompleks Perkantoran Bupat, Kelurahan, Wanggudu, Eecamatan Asera, Sulawesi

Tenggara Telspon (...} .. Faksimile {. .} ... Laman weos .o gold




B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara
tulisan nama Pemerintah Daecrah dan tulisan nama
Ferangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf Arial,

- Tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14,

- Tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial 18.

b. Penulisan nama Perangkat Daerah diteballcan (bald).

Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kal, Wmmudu Kec. Asera, Sulawesi Tenggara (Kode Pos)
Talapani{....) ........ Fﬂ:lmllu{ h . Larraam www.,. ... goJd
Fos-al .. -...gl:u:l

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| Jalan Kompieks Parkantoran Bl.lp.al: Kal. 'l'i'uwudu Kec. Asers, Sulawesi Tenggara (Kode Pos)

Telapon ...} ........ Faksimile {....) ........ Laman www................0o4d
R gﬂ-_l:l

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

0 DINAS KESEHATAN
8 R Jalan Kompleks Perkantoran Bupatl, Kel, Wanggudu Kac. Asera, Sulawesi Tenggars (Kode Pas)
P e Telepon i....) ........ Faksimile {....) ....... Laman www. .. ... geid
R Pl s ga.d

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DINAS KESEHATAN
UPT PELATIHAN KESEHATAN
Jalan Kompleks Perkantorsn Bupaf, Hel. Wanggudu Keo, Aser, Sulawss! Tanggara (Kode Pos)
Talepon ...} ........ Faksimila ...} ........ Laman www, ... ...... . gnid
Pogal.. i Jgo.id

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KECAMATAN ASERA
Jalan Trans Sulawesi, Kel. Asers Kec. Asers Sulagwosi Tenggara (Kode Poea)
Telspan (... .. ... Faksimile {.. .} ... .. Laman wes. . go.id
PO e .gu id

A ¥



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Kompleks Parkanioran Bupati, Kel. Wanggudu Kec. Asera, Sulawesi Tenggara (Kode Pos)
Talapon [-...] ........ Faksimile (....) ........ Laman waww............... ggin.id
[ = Ao

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

SMP NEGERI 1 ASERA
Jalan Wawohasha, Kee, Asara, Kab, Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara
Talapon (L) i, Faksimile... ...

rrrrrrrr

N, Stempel Naskah Dinas
A, Bentuk/ukuran stempel

1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi
nama jabatan, nama Pemerintah Dacrah, dan

menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda

bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah
4 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan
adalah 3,8 cm; dan

c. uluran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan
adalah 2,7 cm

PR UR ~Sg s, T
¥

Tmm s e s = e Nene Pemeciniall Daeid

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama
Pemerintah Kabupaten, nama Perangkat Daerah dan

mengpunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang
dengan ukuran :

a. ukuran garie tengah lingkaran luar stempel Peranglat
Daerah adalah 4 cm;

b, ukuran garis tengah lingkaran tengah  stempel
Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan

c. ukuran paris tengah lingkaran dalam stempel
Perangkat Daerah adalah 2,7 cm. F



. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan
layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama
Pemerintah Daerah, nama Perangkat Dacrah dan nama unit
pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum
daerah vang bersangkutan dan menggunakan logo daerah
dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

a. ukuran gars tengah lingkaran haar stempel unit
pelaksana teknis dinas danfatau badan layanan
umum daerah adalah 4 cm;

b, ultluran garie tengah lingkaran tengah stempel unit
pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan
umum daerah adalah 3,8 em; dan

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit
pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan
umum daerah adalah 2,7 cm.

1t



i

Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan
layanan umum dacrah

Contoh stempel selcolah

@ ¢
= %

4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas,

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai
dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah
kanan atas Amplop naskeh dinms. Jika surat terschat
disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus
dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat
asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi
panjang, berukuran panjang Scm, lebar 1 cm. Berisi ulisan
“Sangat Rahasia” dan “Rahasia”.

SANGAT RAHASIA RAHASIA
5. Ketentuan Stempel.

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan
adalah Kepala Dacrah.

b. Pejabat yang berhak mengpunakan stempel Perangkat
Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga
lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas.

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab
pengrunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang
membidangi urusan ketatausahaan pada seckretariat
daerah dan sekretariat dewan.

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab
penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh
unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada
Sekretariat Peranglat Daerakl.

e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel
ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

f. Biro/Bagian Umum Seckretariat Daerah bertanggung
jawab atas pengadaan stempel.

6. Pengaman Stempel.

a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode

A




V. Amplop
A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Jabatan

ﬁil:;hq-
L)
e

B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah




V. Map
1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Dacrah

BUPATI BUPATI
MOHON TANDA TANGAN

2] Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala
Perangkat Daerah/ setara jabatan pimpinan tinggi.

i A A A THS KON AR TR I R A AR o VL O AT TEEA
NAFTREI K Oy | WP b FACAR EFLUGILRS [ AR AT Rad




3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat

_,_—-—-'—-.-_-
e —

[T R W R = e e B we
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FEMERINT AH HABUPATEN KOMAWE UTARA
SEMRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI

V1. Paraf
1. Paraf hirarki
Contoh paraf hirarlki
_PARAF HIERARKI
Kepala Bire/Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama
Kabag/Administrator/Jf
Kasubag/Pengawas /Jf

Pelaksana

2. Paraf koordinasi

PARAF KOORDINASI
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Dst

Vil Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan
1. Kewenangan Penandatanganan
a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas

antar/keluar instansi Pemerintah Daerah wyang bersifat
kebijakan /keputusan,/ arahan berada pada Kepala Daerah.

b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang
tidale beraifat kebijakan/keputusan farahan dapat
diserahlktan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau
jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau

pejabat lain yang diberi kewenangan.



c. penyerahan /pelimpahan WeEWenang penandatanganan
Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada

pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut,

1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan
kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas
tentang rencana strategis dan operasional, termasuk
kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di
instansi masing masing.

2] Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangka Daerah
dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan
penandatanganan Naskah Dinas vang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang
masing- masing.

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dilinglkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utars dapat dilibhat
pada tabel di bawah ini:

JABATAN |.JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DI ]
TANDATANGANI
BUPATI peraturan daerah;

peraturan bupati,
keputusan bupati;
instraksi;
surat edaran;
surat dinas;
surat keterangan;
surat izin;
surat perjanjian;
surat perintah;
surat Tugas;
surat kuasa;
.surat undangan;
surat pernyataan melaksanakan tugas;
sural panggilan;
nota dinas;
lembar disposzisi
pengumuman;
laporan;
rckomendasi;
radiogram;
berita acara;
. TEIMO;

plngiﬂm;

sertifikat;dan

surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan.

NS HELEEPRAQU P FT rTETOGADD
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA
GUBERNUR
WAKIL BUPATI a. surat dinas; a. surat edaran:

b. surat keterangan; | b. surat dinas;

c. surat izin; c. surat keteranpgan;

d. surat perintah; d. surat perintah;

e, surat tugas; e, surat izin;

f. surat f. surat tugas;
prrnyatasn E. surat
melaksanakan pernyataan
tugas; melaksanakan

E. nota dinas; tugas;

h. lembar disposisi; h. nota dinas;

i. laporan; i. lembar disposisi;

j. rekomendasi;dan |j. pengumuman;

k., memo k. radiogram;

I. berita acara;
m. plagam;dan
n. sertifilkat.
JABATAN DALAM JABATAB ATAS NAMA
GUBERMNUR
SEKRETARIS a. surat dinas; a. keputusan;
DAERAH b. surat keterangan; | b. surat edaran;
€. surat izin; €. surat dinas;
d. surat perintah; d. surat keterangan;
e. surat tagas; £, surat izin;
f. surat pejanjian; f. surat perintah;

g. surat g. surat tugas;
perjalanan h. surat perjanjian;
dinas; i. surat undangan;

h. surat kuasa; j- surat

i. surat undangan; pernyataan

j. surat melaksanakan
pernyataan ugas;
melaksanakan k. surat panggilan;
tugas; . nota dinas;

k. surat panggilan; . pengumuman;
l. nota dinas; n. radiogram;
m. lembar disposisi; o. berita acara;
n. telaashan staf; p. piagam;

0. PeNEUIMUINAan; q. sertifikat;

P laporan; r. surat tanda

q. rekomendasi; tamat pendidikkan

r. surat pengantar; dan pelatihan.

s. lembaran daerah;

t. berita daerah;

u. berita acara;

v. notuls;

w. Memo;

x. daftar hadir; dan
y. sertifikat.

.




JABATAM DALAM JABATAN ATAS NAMA
SEKEETARIS DAERAH
ASISTEN a. nota dinas; a. surat dinas;
b. lembar disposisi; h. surat keterangan;
¢c. telashan staf: c. surat perintah;
d. laporan; d.surat tugas;
e. surat pengantar; e. surat perjalanan
f. notula: dan dinas:
E. memo. f. surat undangan,
E- surat panggilan;
h.nota dinas;
i. laporan;
j» sural pengantar,
dan
k. daftar hadir, |
JABATAN DALAM ATAS KETERANGAN
JABATAN NAMA
BUPATI
KEPALA |a. surat dinas; | a. keputusan; - Kepala
PERANGEKAT| b. surat b. surat edaran; Peranghkat
DAERAH keterangan; | c. surat dinas; Daerah atas
c. surat d. surat nama Bupati
perintah; keterangan; menandatangani
d. surat izin; e. surat perintah; naskah dinas
e, surat f. surat dalam bentulk
perjanjian undangan; susunan produk
f. surat tugas; g eertifikat;dan hukum
E- surat h. pengumuman. Keputusan
perjalanan Bupati berupa
dinas; penetapan dan
h. surat kuasa; pengatuaran
i, surat teknis
undangan; operasional
j. surat substantif
pernyataan instansi.
melaksanakan Penandatanganan
tugas; naskah dinas
k. surat aleh Kepala
panggilan; Perangkat
l. nota Dacrah atas
dinas; nama Bupati
. nota berupa surat
n, Pengajuan edaran hanyva
konsep terkait
o, naskah pengatiuran
dinas telinis
p. lembar operasional
disposisi; substanai
q. telaahan staf; instansi.
r. pengumumart;
5. laporan;
L rekomendasi,
u. berita acara;
V. MEermo;
w.daftar
hadir;dan
x sertifikat




= Untuk Setwan
dapat
menandatanga
ni semua
naskah dinas
sesudi dengan
kewenangan
kepala
perangkat
daerah kecuali
sertifikat.

- Khusus untuk
Kepala
Perangkat
Daerah vang
membidangi
urusan
Pendidikan
dan pelatihan
juga dapat
menandatanga
ni radicgram,

Magam, sural
tanda tamat

Pendidikan
dan pelatihan
atas namea
Bupati.

JABATAN

DALAM JABATAN

ATAS NAMA
SEKRETARIS
_DAERAH

KEPALA BAGIAN

PADA SEKRETARIAT

DAERAH

=9
b,
d.
e,

oy W\

FronapppgryT

surat dinas;
surat lketerangan;
surat perintah;
gurat izin;

sural perjanjian;
surat tugas;
surat perjalanan
dinas;

. surat kussa;

sural pernyataan
melaksanakan
tugas;

surat undangan
surat panggilan
nota dinas;

. lembar disposisi;

telaahan staf;
PengumLman;
laporan;
rekomendasi;
berita acars;
IMCITog

daftar hadir;dan
sertifikat.

poF e

™A G

. surat dinas;
.surat keterangan;

surat
perintah;dan

.surat undangan;
» Sertifikat;dan

Pengumumarn.

4.1




JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA
PERANGEKAT DAERAH
SEKRETARIS |a. surat dinas; a. surat dinas;
PERANGKAT |b. surat b. surat keterangan;
DAERAH keterangan, c. surat perintah;
¢. surat perintah;| d. surat undangan:
d. surat kuasa; |e. nota dinas:
e, surat f. laporan; dan
undangan; g daftar hadir.
f. nota dinas;
g lembar
dispozisi;
h. telaahan staf;
i. laporan;
j. memo;dan
k. daftar hadir.
JABATAN DALAM ATAS NAMA KETERANGAN
JABATAN EEPALA
PERANGEAT
DAERAH
KEPALA |a.surat a. surat dinas; Penandatanganan
BIDANG perintah; b. surat surat dinas untuk
b.nota dinas; keterangan; komunikasi
<. lembar ¢. surat perintah;| cksternal
disposisi; d. nota dinas;dan | diutamakan untuk
d.telaahan staf;| e. daftar hadir. dilakukan oleh
e. laporan;dan Sekretaris
f. daftar hadir. Perangkat Daerah.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA
DINAS/BADAN
KEPALA UNIT a. surat dinas; a. surat dinas;
PELAKSANA b. surat perintah; b. surat
TEKNIS DINAS c. surat rugas; keterangan;

d. surat c. surat perintah;
perjalanan d.nota dinas;
dinas e. berita acara;

e. surat kuasa; f. daftar hadir;

f. surat E. instruksi;dan
undangan; h. surat edaran

E. surat pernyataan
melakzanakan

h. surat panggilan;

i. nota dinas;

i. lembar disposisi;

k. telanhan staf;
l. pengumuman;
m. laporan;

n, rekomendasi;
o. berita acara;

p. memo,dan




|

JABATAN

DALAM JABATAN

ATAS NAMA
BUPATI

KETERANGAN

CAMAT

oo

. surat

dinas;

el RMAAD

tugas;

al Bal-R-N-5-5- a3

surat dinas;

keterangan;
surat perintah;
surat e

surat perjanjinn;
surat tugas,
surat perjalanan

. surat kbuasa;
eiirat nndangan;
surat pernyataan
melaksanaka

. surat panggilan;
nota dinas;
Jembar disposisi;
. telamhan staf;
PENEUITLITTIA;

. laporan;

. rekomendasi;
berita acara;
mermo;dan
daftar hadir.

a. keputusan;
b. surat edaran.

MNaskah dinas
yang ditanda
tangani camat
atas nama
Bupati hanya
untuke
keputusan ET
dan RW

JABATAN

DALAM JABATAN

KEPALA
BAGIAN /BIDANG

KEPALA SUBBAGIAN
KEPALA SEKSI

KEPALA SUBBIDANG

a. nota dinas;

b. telaahan staf;
dan

a. surat perintah;
b. nota dinas; dan
c. daftar hadir

c. laporan.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA CAMAT
LURAH a. nota dinas; a. Surat dinas
b. telaahan staf; dan b. Burat keterangan;
. laporan. c. Surat perintah;
d. Surat undangan;dan
e. Surat panggilan.
JABATAN DALAM JABATAN
PELAKSAMNA a. nota dinas:
b. telashan =staf; dan
c. laporan.




2. Pelimpahan Kewenangan
a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)
Atas nama, yang dizingkat a.n., dipergunakan jika vang
berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahlcan

kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus
dipenuhi sebagai beriloat:

1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis,
khusus untuk Naskah Dinas vang berupa kebijakan,
kecuali naskah yvang sifatnyva administrasi;

2] Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi
tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

3) Tanggung jawab =sebagai akibat penandatanganan
Naskah Dinas berada pada pejabat yvang diatasnamalan,

9 ¥



Contoh:
KOP MNASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Mamor
Sifat
Lampiran
Hal : Undangan
N g L N
[; (ISR IANCEREES L
HarlRengisl = 5 G- ororrmmmmmmhi b e R SR R R e e
I 00 e i C A SR
TomDE 3 e S e e e e
AR 300000 R L R
a.n Sekretans Daerah

Kepala Bagian Organisasi,

Marma

Panghkat/golongan

MIP

Tembusan :
Eakrataris Dagrah

.8
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b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika vang
diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu
tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) dipunakan setelah
ada atas nama (an). Pelimpahan kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untule
beliaw (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tinglkat eselon
di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain
sebagai berilout:

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua

tingkat struktural di bawahnya;

2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan
tanggung jawabnya;

J) Dapat diperpunakan oleh pejabat yang ditunjuk
sebagail pejabat pengganti; dan

4) Tanggung jawab berada pada pejabatl yang telah diberi kuasa.

Cantoh :

a.n. Bupati Konawe Utara

Sekrataris Daerah,
b

Kepala Bagian Organisasi,
(tanda tangan)

Mama

Pangkat/Golongan
NP s,

c. Pengpunaan Pelaksana Tugas (PIt)

1) Pit. Kepala Daecrah.
Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan

naskah dinas.
Plit. Bupati Konawe Utara,

(tanda tangan)
(Nama)

2} Pit. Jabatan Struktural
Plt. jabatan atruletiral raermilikel kewenangan

penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat
definitil dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas vang
ditanda tangani olehnya.
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Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan
naskah dinas.

Pit. Kepala Bagian Organisasi

(tanda tangan)

d. Pengunaan Pelaksana Haran [(Plh.)
1] Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan
naskah dinas

Pih, Bupati Konawe Utara,
(tanda tangan)

(Mama)

2} Plh. Jabatan Strulctural
Fih. jabatan strukbural memilila kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas sesual dengan tugas
vang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas
dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang
berdampalk pada perubahan status hukum pada aspek
organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Contoh penulisan sebutan Plh, dalam penandatanganan
naskah dinas.

Pih. Kepala Bagian Organisasi,
(tanda tangan)
(Nama)

Pangkat/Golongan

e, Penggunaan Penjabat (Py.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan
naskah dinaa.

Pj. Bupati Konawe Litara,

{tanda fangan)
(Mama)

o ¥
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Contoh penulisan scbutan Pj. Sekretaris Daerah dalam
penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)
(Nama)

Penggunaan Pemjabat Sementara (Pys. )
Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas

Pis. Bupati Konawe Utara,

{tanda Langan)
(Nama)

ﬂ/ BUPATI KONAWE UTARA, c:l-

% UKSAMIN

4



